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 Skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan 
Agama Pangkalan Bun Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun Tentang Penolakan 
Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang Syarat Administratif”. Ini adalah 
penelitian pustaka yang bertujuan agar terjawabnya dari permasalahan seorang TNI telah 
melakukan pemalsuan data administrati dari dandim Pangkalan Bun agar segera menikah 
dengan seorang janda. 
 Dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif yang 
menghasilkan data deskriptif, dengan maksud memahami kejadian dialami subjek dengan 
mendeskripsikan pertimbangan hakim di pengadilan agama pangkalan bun yang menolak 
permohonan pembatalan perkawinan disebabkan kurangnya administratif yang bertujuan 
membuat gambaran sesuai fakta dari persoalan. Kemudian di analisis dengan deskriptif 
dimulai sifat umum ke khusus. 
 Hasil dari penelitian yang penulis teliti dari putusan nomor 
0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun tentang penolakan pembatalan pernikahan TNI yang telah 
diajukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan Kepada Pengadilan 
Agama Pangkalan Bun  disebabkan kurangnya syarat administratif adalah kurang tepat. 
Hakim berpendapat bahwa perilaku dengan memalsukan surat izin dari atasan TNI yang 
mana merupakan salah satu syarat administratif pernikahan TNI tidak bisa dijadikan 
landasan yuridis dan telah memenuhi syarat rukun pernikahan pada pasal 71 Kompilasi 
Hukum Islam untuk melaksanakan pembatalan perkawinan. Dalam mengemukakan 
putusan nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun seharusnya majelis hakim memakai dasar 
pasal 22 undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan dibatalkan karena tidak 
memenuhi syarat perkawinan TNI 
 Dari penelitian ini bisa diuraikan majelis hakim seharusnya agar lebih teliti 
dalam memakai dasar hukum untuk memutuskan perkara dan lebih melihat mafsadahnya. 
Untuk Kepala Kantor Urusan Agama lebih teliti lagi dalam pemeriksaan berkas 
pendaftaran pernikahan agar tidak terjadi hal yang sama. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Setiap manusia pasti mempunyai harapan dan kebahagiaan serta 
berlangsung sekali seumur hidup. Mereka akan berusaha untuk mencapai apa 
yang ditujuh dan menjadi miliknya. Segala sesuatu yang diinginkan tidak 
begitu saja didapatkan secara instan namun dilalui dengan usaha yang keras 
dan mematuhi peraturan sisi agama maupun dari pemerintah. Salah satunya 
yaitu dengan jalan kebahagiaan pernikahan, karena dilihat dari tujuan 
perikahan merupakan untuk terciptanya keluarga bahagia, kekal dan abadi 
pada suami dan istri.  
Pernikahan adalah sunnatullah untuk mereka yang siap dhohir 
ataupun secara batin, dengan melakukan sunnatullah ini dapat menjaga hawa 
nafsu seseorang. Sudah dipaparkan dalam Al-Qur’an ataupun hadis anjuran 
untuk menikah sebagai berikut: 
 وَ  ِمن ُكلِّ  َشْىءٍ  َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ  َلَعلَُّكمْ  َتذَكَُّرونَ 
Artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya 
kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Adz Dzariyaat. 49)1 
 وَ  َداُوَدَوِألَِيب  : َعنْ  َأِيب  ُهَريـْرَةَ  َقالَ :(َما َحتَْفظُ ?َقالَ :ُسوَرةَ  اَْلبَـَقرَةِ  َواَلَِّيت  تَِليهَ  .قَالَ  فـََعلِّْمَها ِعْشرِينَ  آيَةً )    
Artinya: Menurut riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah Radhiyallahu 
‘anhu  beliau bersabda: “Surat apa yang engkau hafal?”. Ia menjawab: 
                                                          
1 Q.S Adz Dzariyaat/52:49 
 





































Surat al-Baqarah dan sesudahnya. Beliau bersabda: “Berdirilah dan 
ajarkan ia dua puluh ayat”.2 
 َوقَالَ  َعَلْيهِ  الصََّالةُ  َوالسََّالم : النَِّكاحُ  ُسنَِّيتْ  فَ َمنْ  َرِغبَ  َفُسنَِّيتْ  لَْيسَ  ِمينِّ 
Artinya: “Nabi SAW bersabda, nikah itu sunnahku, barang siapa yang 
tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku” (Imam Al-
Bukhari dan Imam Muslim) 
Pernikahan atau perkawinan adalah rangkaian yang menysesuaikan 
ketetapan aturan yang berlaku dan yang diajarakan agama.3 Dijelaskan juga 
pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan 
seorang perempuan sebagai suami istri yang sah dan memiliki maksud 
keluarga kekal dan berbahagia menurut Ketuhanan Yang Maha Esa.4 
Pada dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yaitu akad 
yang kuat atau mitsasaqan ghalidzan bertujuan mematuhi perintah Allah dan 
melakukan adalah ibadah.5 Kata perkawinan dalam bahasa Arab terdiri dua 
kata nikah dan zawaj yang artinya saling memasukan, mengempit, dan akad.6 
Pernikahan merupakan ikatan dan persetujuan yang menciptakan hubungan 
halal berhubungan seksual antara suami dan istri dan merupakan perintah 
                                                          
2 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram (Pustaka Imam Ad-Dahabi), 482 
3 https://kbbi.web.id/nikah diakses pada tanggal 17-11-2020 pukul 12:13 
4 Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia (Yogyakarta:Deepublish, 2018), 8 
5 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Permata Press), 2  
6 Bustami, dkk, Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri, (Sleman: 
Deepublish Publisher, 2020), 4 
 





































agama bagi siapa yang mampu maka segera melaksanakannya. Untuk 
mengurangi kemaksiatan baik penglihatan maupun perzinaan.7  
Banyak definisi pernikahan menurut para ahli sebagai berikut: 
a. Pendapat Prof. Ali Afandi, pernikahan yaitu suatu hal kesepakatan dalam 
keluarga.8 
b. Pendapat Ali Yusuf as-Subki. Pernikahan adalah pertalian yang tersusun 
antara suami dan istri beserta rangkaian peraturan dalam islam dan 
terpenuhinya syarat mupun rukun perkawinan.9 
c. Menurut Goodwin. Pernikahan adalah proses penyatuan keluarga kedua 
pihak yang terdapat menegakkan jiwa-jiwa sosial.10 
Dapat disimpulkan perrnikahan adalah hubungan antara suami dan 
istri dengan sepakat kekeluargaan kedua belah pihak yang terpenuhinya 
syarat dan rukun pernikahan. 
Mengenai syarat maupun rukun pernikahan sudah diatur jelas di 
Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan. Apabila perkawinan tetap dilakukan tanpa memenuhi 
rukun maupun syaratnya yang telah ditetapkan maka perkawinan bisa 
dibatalkan. 
                                                          
7 Wati Rahmi Ria, Hukum Keluarga Islam (Bandar Lampung, 2017), 1 
8 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta:Rineka Cipta, 2007), 
94 
9 Danu Aris Setyanto, Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah (Yogyakarta: 
Deepublish Publisher, 2017), 25 
10 Muhammad Iqbal, Psikologi Pernikahan (Jakarta:Gema Insani, 2018), 4-5 
 





































Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam pernikahan memiliki tujuan 
yaitu menjadikan keadaan rumah tangga  sakinah, mawadah dan rahmah.11 
Yang dapat diartikan ikatan suami dan istri berlandas rasa suka dan penuh 
cinta kasih untuk tercapainya rumah tangga memberikan ketentraman dan 
ketenangan dalam hidup. Untuk tercapainya tujuan tersebut maka telah 
ditetapkan ketentuan dan dilarang dilanggar agar pernikahan terlaksana 
dengan sah menurut agama maupun negara. 
Pembatalan perkawinan atau disebut fasakh, kata ini memiliki makna 
merusak. Jika dikaitkan dengan pernikahan yang mempunyai arti merusak 
pernikahan atau membatalkan pernikahan yang disebabkan tidak 
terpenuhinya syarat maupun rukun untuk melangsungkan perkawinan. Kata 
batal jika dikaitkan dalam konteks perkawinan dimaknai sebagai rangkaian 
proses dan pembatalan pernikahan bentuk seperti ini menimbulkan keadaan 
yang mendatangkan kerusakan atau cacat pada pernikahan.  
Adapun pembatalan perkawinan menurut para ahli adalah: 
a. Menurut Prof Abdul Rahman, fasakh apabila terjadi tidak memenuhinya 
syarat berlaku akad nikah ataupun kejadian yang kelak tiba-tiba datang 
yang menyatakan batal terselenggaranya pernikahan.12 
b. Menurut Soedaryo Soimin, fasakh adalah perkawinan tanpa mencukupi 
syarat-syarat sejalan dengan peraturan Undang-Undang. 
                                                          
11 Ibid. 5 
12 Aqmal, “Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi’i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum 
Islam” (Skripsi-UIN Alauddin Makasar, Makasar, 2012),10 
 





































c. Menurut ushuliyyun, fasakh adalah keberadaan yang tidak sah sehingga  
tujuan yang diingingkan tidak tercapai.13  
Dapat disimpulkan fasakh ialah tidak terpenuhi syarat-syarat maupun 
rukun-rukun nikah yang sesuai dengan hukum positif maupun hukum islam 
dan tujuan melanjutkan perkawinan otomatis tidak bisa diteruskan. 
Pembatalan perkawinan telah disusun pada pasal 22 hingga 28 pada 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum 
Islam diatur di pasal 70-76.14 
Pada pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan 
pernikahan bisa dibatalkan apabila para  pihak tidak memenuhi syarat-syarat 
menikah. Adapun pada pasal  71 Kompilasi Hukum Islam pernikahan bisa 
dibatalkan jika: 
a. Suami poligami tidak adanya pernyataan mengabulkan dari Pengadilan 
Agama. 
b. Istri masih status istri orang lain yang mafqud (tidak ada kabar). 
c. Wanita saat masa iddah. 
d. Pernikahan menyalahi batas usia usia yang telah ditentukan (laki-laki dan 
perempuan 19 tahun). 
e. Pernikahan tidak ada wali / wali yang bukan haknya. 
f. Dilakukan dengan keterpaksaan.15 
                                                          
13  http://www.pa-talu.go.id/front.phppage=artikelid_artikel diakses pada tanggal 25/11/2020 pukul 
12:48 
14 Umar Aris Senjaya, dkk, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Yogyakarta:Gama Media, 
2017), 72 
 





































Batalnya pernikahan hanya bisa dilakukan oleh  putusan pengadilan. 
Dengan demikian putusan maka pernikahan dianggap tidak pernah dilakukan 
meskipun telah terjadi. Akan tetapi bukan berarti tidak menghapuskan akibat 
hukum pernikahan yang telah terlaksana. Putusan dari pengadilan adalah 
putusan bagian terakhir yang melalui pertimbangan majelis hakim. Putusan 
tersebut harus memenuhi beberapa aspek yaitu rasa keadilan, memberikan 
ketetapan hukum, dan kemanfaatan untuk pihak dan masyarakat.16 
Putusan dari pengadilan dalam perkara pembatalan pernikahan yang 
tidak sah akan memuat akibat hukum kedua belah pihak dan keluarganya, 
sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan 
Kompilasi Hukum Islam, suami istri akan kembali dalam kondisi seakan-akan 
tidak adanya perkawinan antara keduanya. Begitu juga pembatalan 
perkawinan akan berdampak juga bagi pihak bersangkutam dengan 
pernikahan misalnya harta benda telah dijelaskan padal pasal 35 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974. 
Dampak dari pemalsuan data atau adiministrasi nikah tidak berlaku 
surut pada pihak-pihak yang terlibat seperti anak-anak mereka, suami atau 
isteri dan orang ketiga yang bersangkutan. Yang telah dijelaskan di pasal 28 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. 
Pemalsuan data merupakan pelanggaran secara materil. Akibat dari materil 
                                                                                                                                                               
15 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam.......,22 
16 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata.....,45 
 





































merupakan surat pernyataan putusan dari Pengadilan Agama bahwa telah 
dibatalkan. 
Berkaitan dengan batalnya pernikahan, penulis mendapati masalah di 
Pengadilan Agama Pangkalan Bun penolakan masalah pembatalan 
pernikahan karena pemalsuan identitas oleh pihak TNI dan kurangnya syarat 
administratif yang tertulis pada putusan nomor: 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun. 
Pada pernikahan yang diajukan pembatalan pernikahan disebkan salah satu 
pihak belum melakukan izin secara administratif kepada Dandim atau 
atasannya dan ia telah melakukan pemalsuan data administratif ke kepala 
KUA supaya segera dinikahkan dengan pasangannya. Pemalsuan merupakan 
proses pembuatan, meniru dokumen dengan arti menipu.17 
TNI memiliki tanggungjawab yang berat dalam melaksanakan 
ketertiban negara. Dalam tugasnya mereka tidak boleh keganggu dengan 
kepentingan pribadi. Berdasarkan alasan tersebut bagi anggota TNI yang 
hendak nikah harus mengajukan izin tertulis kepada pejabat yang 
berwewenang. Surat izin perkawinan ini masa berlakunya hanya tiga bulan 
sejak surat tersebut dikeluarkan. Apabila perkawinan batal, maka yang 
bersangkutan melaporkan ke pejabat yang berwenang.  
Jika ditinjau dari teori maqashid al-syari’ah dengan melengkapi 
administrasi dalam pencatatan perkawinan TNI  memiliki tujuan yang baik 
                                                          
17 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan diakses pada tanggal 23/11/2020 pukul 23:08 
 





































yaitu memberikan kemaslahatan bagi mereka yang melaksanakan pernikahan. 
Upayanya adalah sebagai terwujudnya ketertiban perkawinan dan melindungi 
kesucian dalam rumah tangga. Dalam kelengkapan administrasi perkawinan 
dengan teori maqashid al-syari’ah bahwa sudah menjadi kewajiban aturan 
dan keputusan negara untuk ditaati. 
Sehubungnya dengan permasalahan tersebut Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tidak memaparkan dengan runtut pembatalan pernikahan 
disebabkan pemalsuan data hanya saja menjelaskna pembatalan perkawinan 
sebab salah sangka kepada diri suami ataupun istri merasa tertipu atau ada 
unsur penipuan terhadap salah satu pihak yang bisa diajukan permohonan 
pembatalan pernikahan di Pengadila Agama setempat. Selain itu pernikahan 
tidak terpenuhinya syarat atau rukun perrnikahan, dapat juga timbulnya 
pernikahan dengan unsur penipuan / salah sangka terhadap diri suami ataupun 
istri. 
Permohonan dalam permasalahan ini Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat mengajukan 
pembatalan pernikahan ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun tetapi 
permohonan  tersebut majelis hakim menolak sebab dianggap hanya aturan 
administratif kalangan TNI dan tidak dapat dijadikan landasan yuridis 
pembatalan prinsip dan pembatalan pernikahan Termohon I dan Termohon II. 
Dari yang dipaparkan  penulis ingin membuat judul “Analisis Yuridis 
Terhadap Putusan Pengadila Agama Pangkalan Bun Dalam Putusan Nomor 
 





































0320/Pdt.G/2016/PA.Bun Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan TNI 
Karena Hanya Kurang Syarat Administratif”.  
  
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
 Identifikasi masalah adalah proses untuk menentukan apa saja yang 
menjadi bagian inti dari sebuah penelitian. Latar belakang permasalahan 
dipaparkan menunjukan identifikasi masalah pada skripsi yang berjudul 
“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadila Agama Pangkalan Bun 
Dalam Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun Tentang Penolakan 
Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang Syarat 
Administratif”, yaitu: 
a. Kurangnya syarat administratif dari dandim TNI dalam pernikahan. 
b. Ketidak cermatan Pegawai Pencatat Nikah untuk meneliti data 
identitas termohon. 
c. Pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak permohonan pembatalan 
pernikahan. 
d. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadila Agama Pangkalan Bun 
dalam Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun tentang Penolakan 
Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang Syarat 
Administratif.  
2. Batasan Masalah 
 





































Batasan masalah adalah suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup 
dari suatu permasalahan supaya pembahasan yang akan kita lakukan 
tidak terlampau jauh dan melebar dengan tujuan agar pembahasan yang 
kita bahas fokus pada satu penelitian saja. Dengan ketentuan identifikasi 
masalah yang sudah dipaparkan, penulis menetukan masalah terhadap 
pokok pembahasan, yaitu: 
a. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Pangkalan Bun maksud putusan nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun 
tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya 
Kurang Syarat Administratif. 
b. Analisis Yuridis pada Putusan Pengadila Agama Pangkalan Bun 
dalam Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun mengenai 
Penolakan Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang 
Syarat Administratif. 
 
C. Rumusan Maslalah 
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pangkalan 
Bun dalam putusan nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun tentang penolakan 
pembatalan perkawinan TNI karena hanya kurang syarat administratif? 
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama 
Pangkalan Bun dalam putusan nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun tentang 
 





































penolakan pembatalan perkawinan TNI karena hanya kurang syarat 
administratif? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka yaitu pemaparan ringkasan terkait penyelidikan yang 
telah dilakukan di sekitar masalah yang akan dikaji. Kajian pustaka sendiri 
digunakan bertujuan menjelaskan bahwa penelitian yang dikaji bukan 
merupakan mengulang atau menduplikat dari penelitian telah ada. Kajian 
pustaka hakikatnya mendapat gambaran dari persoalan yang diteliti dengan 
penelitian terdahulu. Pembahasan terkait putusan  pembatalan perkawinan  
sendiri telah banyak diteliti, namun disini penulis tentunya memiliki 
persamaan dan perbedaan yang akan penulis  paparkan  sebagai berikut : 
Pertama, Skripsi oleh Mayzellina Bella Rizkyta 14210089 UIN 
Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2018. Skripsi ini memiliki judul 
“Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusan Nomor 
3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG Perspektif Fiqh”. Skripsi ini berupaya 
memecahkan problem aturan dan menjelaskan hukum yang dipakai majelis 
hakim untuk menegaskan bahwasanya alat sebagai bukti curang,  yang 
nantinya melihat berakibatan dari pembatalan pernikahan sebab pemalsuan 
alat bukti yang mengaitkan pandangan fiqh.  Persamaan dari skripsi ini 
dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan. 
Yang membedakan yaitu secara nyata melakukan pemalsuan alat-alat bukti 
 





































sedangkan penulis kaji sudah jelas alat bukti benar akan tetapi hakim 
mempertimbangkan dengan sendirinya. Skripsi ini lebih mengkaji secara 
perspektif fiqh dalam pembatalan perkawinan karena pemalsuan alat bukti, 
sedangkan penelitan penulis kaji secara yuridis penolakan pembatalan 
perkawinan karena syarat administrasi TNI tidak terpenuhi dan dalam alat 
bukti sudah jelas. 18 
Kedua, Skripsi oleh Mukhammad luqmanul K C01211099 UIN Sunan 
Ampel Surabaya pada tahun 2015 dengan judul “ Analisis Yuridus Terhadap 
Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157/PDT.G/2012/PA.Sby. 
mengenai Penolakan Pembatalan Nikah di Bawah Usia Kawin”. Skripsi 
tersebut mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam putusan pada 
penolakan pembatalan perawinan pada umur nikah yang disebabkan usia 
salah satu pihak tidak sampai usia nikah dan belum ada izin dari Pengadilan 
Agama, ketentuan umur dewasa untuk orang yang hendak menikah sudah 
tegas telah dijelaskan pasal pada 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 
1974. Persamaan dalam skripsi ini sama-sama mengkaji penolakan hukum 
secara yuridis. Perbedaanya terletak pada objek yang dikaji. Skripsi ini belum 
mendapatkan izin dari pengadilan agama ketika usia masih belum tercukupi 
                                                          
18 Mayzellina Bella Rizkyta “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada 
Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG Perspektif Fiqh”. (Skripsi-UIN Maulana Malik 
Ibrahim. 2018) 
 





































tetapi hendak menikah. Sedangkan peneliti kaji yakni belum mendapatkan 
izin dari dandim tni secara administratif.19 
Ketiga, Skripsi oleh Anita 10621003710 UIN Sultan Syarif Kasim 
Riau Pekanbaru 2011 dengan judul “Hukum Memfasakh Nikah Karena Cacat 
Menurut Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla”. Skripsi tersebut mengkaji 
tentang pendapat tokoh Ibnu Hazm menyatakan pernikahan tidak bisa 
dibatalkan disebabkan aib atau kekurangan, menurutnya pernikahan tetap 
berlaku hingga terdapat sebab lain untuk perceraian sedangkan jika dilihat 
dari pasal 73 ayat (3) kompilasi hukum islam tentang pengajuan pembatalan 
pernikahan yaitu terdapat kecacatan pada rukun maupun syarat pernikahan 
pendapat hukum islam ataupun perundang-undangan. Skripsi tersebut sama 
skripsi penulis kaji sama dengan membahas mengenai pembatalan 
pernikahan. Perbedaanya yakin skripsi ini lebih fokus terhadap menurut kitab  
Al Muhalla pendapat Ibnu Hazm penolakan pembatalan nikah karena cacat, 
sedangkan dalam penelitian peneliti kaji terkait dengan analisis yuridis 
hukum positif pada penolakan pembatalan pernikahan yang kurangnya syarat 
administratif bagi seorang TNI secara yuridis.20 
 
                                                          
19 Mukhammad luqmanul K, “Analisis Yuridus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya 
Nomor: 5157/PDT.G/2012/PA.SBY” , (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015 
20 Anita, “Hukum Memfasakh Nikah Karena Cacat Menurut Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-
Muhalla”. (Skripsi-UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru 2011) 
 





































E. Tujuan Penelitian 
````      Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan 
adanya hasil, sesuatu yang didapatkan setelah penelitian selesai, sesuatu yang 
akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitianPada rumusan masalah 
penelitain ini memiliki tujuan yaitu: 
1. Mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama 
Pangkalan Bun dalam putusan nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun tentang 
Penolakan Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang Syarat 
Administratif. 
2. Mengetahui secara Yuridis Putusan Nomor: 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun 
tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang 
Syarat Administratif. 
 
F. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan 
untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. 
1. Sudut pandang teoritis: hasil pengkajian ini diharapkan meluaskan serta 
memperbanyak pengetahuan di Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini 
diharapkan bisa dimanfaatkan bahan penelitian ilmiah dan bahan 
penelitian sesudahnya. 
 





































2. Aspek praktis: hasil yang dikaji ini diharapkan bisa buat materi yang di 
pelajari untuk Pegawai Pencatat Nikah agar lebih cermat kembali 
mengetahui syarat administratif pihak yang melakukan perkawinan. 
 
G. Definisi Operasional 
Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara 
operasional berdasarkan katakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan 
peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap 
suatu objek atau fenomena. Agar menjadikan lebih mudah dan kepemahaman 
skripsi ini, penulis akan mendefinisikan beberapa istilah, diantaranya: 
Analisis yuridis    : Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun nomor: 
0320/Pdt.G/2016/PA.Bun tentang Penolakan 
Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang 
Syarat Administratif, Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974, Kompilasi Hukum Islam 
Putusan               :  Dalam kejadian ini yang dituangkan dalam putusan nomor 
0320/Pdt.G/2016/PA.Bun mengenai Penolakan 
Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang 
Syarat Administratif. Hakim menolak permohonan 
kepala KUA karena perbuatan seorang TNI yang 
kurangnya syarat administratif disebabkan pemalsuan 
 





































surat izin dandim tidak bisa dijadikan landasan yuridis 
dalam pembatalan perkawinan 
Pembatalan nikah    : Pembatalan pernikahan yang disebabkan seorang TNI 
tidak melakukan izin nikah yang sebagaimana salah 
satu syarat administrasi menikah seorang TNI 
Administrasi            : Perizinan seorang TNI kepada Dandim Pangkalan Bun 
untuk melaksanakan perkawinan 
 
H. Metode Penelitian 
1. Data Yang Dikumpulkan adalah teknik menyatukan keterangan, dari siapa 
asalnya, dan apa alat yang dipakai. 
a. Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun nomor 
0320/Pdt.G/2016/PA.Bun 
b. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memberikan putusan  nomor 
0320/Pdt.G/2016/PA.Bun tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan 
TNI Karena Hanya Kurang Syarat Administratif. 
c. Dasar Hukum. 
 
2. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer adalah data didapat langsung tanpa perantara dari 
sumber asal aslinya. Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu 
 





































Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 
0320/Pdt.G/2016/PA.Bun. 
b. Sumber Data Sekunder merupakan keterangan-keterangan penguat 
bersumber dari literatur seperti: 
1). Kompilasi Hukum Islam. 
2). Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
3). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
4). Fikih Munakahat 
5). Hukum Keluarga Islam di Indonesia 
6). Literatur yang bersangkutan beserta permasalahan yang dikaji. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 
digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Mengenai teknik 
pengumpulan data yaitu Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data 
secara tanpa perantara yang ditujukan kepada pelaku penelitian, akan 
tetapi dengan dokumen. Dokumen dengan data-data yang gampang 
diakses, ditinjau dengan mudah supaya kasus yang diteliti menjadi baik.21 
Penggunaan data ini dengan memahami dokumen putusan Pengadilan 
Agama Pangkalan Bun  nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun. tentang 
penolakan pembatalan nikah karena hanya kurang syarat administratif. 
4. Teknik Analisis Data 
                                                          
21 Albi Anggito,Metodologi Penelitian (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 145 
 





































Prosedur melakukan analisis data, teknik-teknik 
mengintepretasikan hasil analisis, didukung proses pengumpulan data 
membuat lebih mudah, tepat dan akurat.22 Bertujuan menjalankan 
rancangan data yang diteliti peneliti menjalankan analisis dengan 
komperhensif dan akurat. 
Sesudah data bersangkutan pada putusan nomor: 
0320/Pdt.G/2016/PA.Bun. penulis menggunakan strategi melakukan 
analisis data memakai metode kualitatif yang menghasilkan data 
deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penyelidikan bermaksud memahami 
kejadian yang dialami subjek dengan cara mendeskripsikan pertimbangan 
Hakim di Pengadilan Pangkalan Bun yang menolak permohonan 
pembatalan perkawinan yang kurangnya administratif berbentuk kata-kata 
dan bahasa pada kejadian.23 Tujuannya yaitu membuat gambaran dengan 
sistematis sesuai fakta dan yang berhubungan dengan permasalahan.  
Setelah itu data dianalisis dan diolah dengan deskriptif, dimulai 
dengan bersifat umum seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian konsep digunakan 
dalam menganalisis yang berbentuk khusus yaitu pertimbangan hakim dan 
dali-dalil hukum untuk menolak permohonan pembatalan perkawinan TNI 
                                                          
22 Jogiyanto Hartono, Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data (Yogyakarta: CN Andi 
Ofset, 2018), 194 
23 Askari Zakariah, Metodologi Penelitian (Sulawesi tenggara: Yayasan pondok Pesantren Al-
Mawaddah Warohma), 28 
 





































yang kurangnya syarat administratif yang ditemukan di putusan nomor: 
0320/Pdt.G/2016/PA.Bun. Kemudian ditarik kesimpulan. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
 Langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir. Sistematika 
ini dijelaskan bertujuan memudahkan kepemahaman dan kepenulisan. Maka 
skripsi ini dirancang beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub bab, agar 
orang yang membaca gampang mengerti. Mengenai sistematikanya yaitu: 
 Bab pertama tentang pendahuluan: terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 
definisi oprasional, metode penelitian (data dikumpulkan, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data) dan sistematika pembahasan. 
 Bab kedua mengenai landasan teori yang mencakup penjelasan perihal 
perkawinan, pembatalan perkawinan (fasakh) yang ditinjau dari Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, prosedur pencatatan 
perkawinan TNI. 
 Bab ketiga tentang penjelasan dari hasil penelitian dengan gambaran 
umum tentang Pengadilan Agama Pangkalan Bun (profil, sejarah, wilayah, visi 
dan misi, strukturan Pengadilan), penjelasan kasus penolakan pembatalan nikah 
karena kurangnya syarat administratif di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, 
dan pertimbangan hukum Hakim mengutip Putusan untuk menentukan  
perkara. 
 





































 Bab keempat tentang menyelidiki secara yuridis penolakan 
pembatalan nikah TNI yang kurangnya syarat administratif. Pada bab ini 
menjelaskan analisis dasar dan pertimbangan Hakim yang mengadili dan 
memutuskan perkara tersebut. Selanjutnya menganalisis secara yuridis 
terhadap penolakan pembatalan perkawinan TNI karena hanya kurang syarat 
administratif. Analsisi ini agar mendapatkan solusi tepat untuk memutuskan 
perkara dengan sepatutnya. 
 Bab kelima adalah bab paling akhir meliputi kesimpulan dan saran-




















































PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN KURANGNYA 
SYARAT ADMINISTRATIF 
 
A. Pengertian Perceraian 
Perceraian berasal dari kata cerai yang mempunyai arti pisah, putus 
hubungan antara suami dan isteri, dan kata talak memiliki arti menceraikan.24 
Talak secara bahaa berasal dari ihtlaq artinya melepaskan atau meninggalkan. 
Menurut istiah syara’ talak adalah melepas tali pertalian perkawinan dan 
mengakhiri hubungan suami isteri.25  
Menurut Abu Zakariyah Al-Anshari talak yaitu melepas tali akad 
nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Jadi talak merupakan 
menghilangkan ikatan perkawinan sehingga ketika hilangnya ikatan tersebut 
istri tidak halal bagi suaminya.  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 38 tentang 
perkawinan menyebutkan bahwasanya pernikahan putus bisa disebakan 
kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Dan pada pasal 39 dijelaskan 
bahwasanya perceraian dilakukan depan sidang pengadilan, unuk melakukan 
percerain diharuskan memiliki alasan yang sah. 26 
                                                          
24 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ke-3,  Jakarta: 
Balai Pustaka, 2005, 208 
25 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2008, 192 
26 R. Subekti Dkk, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-34, Jakarta: Pt. Pradnya 
Paramita, 2004, 549. 
 





































Pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perceraian bisa terjadi 
disebabkan alasan atau alasan-alasan: 
1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi, dan sebagainya 
yang susah disembuhkan. 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun tanpa izin dan alasan 
yang sah. 
3. Salah satu pihak mendapatkan penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat 
setelah perkawinan. 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
membahayakan. 
5. Salah satu pihak cacat atau penyakit sehingga tidak bisa melakukan 
kewajiban. 
6. Suami melanggr taklik talak. 
7. Murtad. 27  
Ditinjau segi waktu dijatuhkannya talak dibagi tiga macam yaitu: 
1. Talak Sunni, merupakan talak yang dijatuhkan tuntunan sunnah dan 
memenuhi 4 syarat yaitu: 
a. Istri yang ditalak pernah digauli. 
b. Keadaan suci dari haid. 
c. Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana talak 
dijatuhkan 
                                                          
27 Ibid  
 





































2. Talak Bid’i, yaitu dijatuhkan bertentangan dengan tuntunan sunnah, 
yaitu: 
a. Talak dijatuhkan istri haid. 
b. Seorang suami menalak tiga terhadap istrinya dalam satu waktu. 
3. Talak Laa Sunni Wa La Bid’i adalah talak yang tidak kategori talak sunni 
dan talak bid’i yaitu:  
a. Talak yang dijatuhkan istri belum digauli. 
b. Talak yang dijatuhkan ke istri belum pernah haid. 
c. Talak yang dijatuhkan ke istri saat hamil. 
Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak ke istrinya yaitu: 
1. Talak dengan ucapan yaitu disampaikan suami di hadapan isteri secara 
langsung. 
2. Talak dengan tulisan yaitu disampaikan suami secara tertulis lalu 
disampaikan ke istrinya dan kemudia membaca memahami isi 
maksudnya. 
3. Talak dengan isyarat yaitu dilakukan dengan isyarat suami yang tuna 
wicara. 
4. Talak dengan utusan yaitu disampaikan oleh suami dengan perantara istri 
sebagai utusan dan maksud suami kepada istrinya.28 
Bentuk-bentuk perceraian ditinjau siapa yang berkehendak ialah:  
                                                          
28  Ghozali, Fiqh ..., 199-200 
 





































1. Talak, yaitu perceraian terjadi kehendak suami dengan menggunakan 
kata-kata talak ke istri. 
2. Khulu’, yaitu perceraian terjadi kehendak isteri dengan membayar 
tebusan ke suami. 
3. Fasakh, yaitu pereceraian kehendak suami atau isteri atau pengadilan 
karena adanya hal-hal yang dainggap berat. 
Rukun talak ada empat yaitu: 
1. Suami. 
2. Istri. 
3. Sighat talak 
4. Qashdu (sengaja). 
Syarat-syarat talak yaitu: 
1. Mukallaf yaitu berakal dan baligh. 
2. Atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan29 
B. Pembatalan Perkawinan (Fasakh) 
Fasakh bersumber dari bahasa arab yang memiliki arti rusak. Fasakh 
dalam perkawinan yaitu melepaskan serta mengurangi pertalian yang telah 
terjalin antara suami dan istri.  
Pada buku Fiqh Islam Wafadilatuhhu yang telah ditulis Wahbah 
Zuhaili alasan fasakh dikategorikan sebagai berikut: 
1. Menurut Imam Hanafi, menurtnya penyebab fasakh yaitu: 
                                                          
29 Ibid, 202 
 





































a. Suami atau isteri murtad. 
b. Jika isteri kafir setelah muallaf atau setelah suami mengislamkanya 
dan sebaliknya 
c. Orang yang memiliki dau atau lebih status kewarganegaraan yang 
berbeda secara hakikat dan hukumnya, contoh suami pergi ke negara 
muslim dan status menjadi muslim sedangkan istri berada di negara 
kafir dan status kafir maka nikahnya fasakh. 
d. Salah satu pasangan belum baligh 
e. Jika isteri budak merdeka dan suami budak belum merdeka 
f. Kurangnya mas kawin yang sanggu diberikan suami kepada isteri. 
2. Menurut Mazhab Imam Malik, menurtnya penyebab fasakh yaitu: 
a. Apabila akad tidak sah disebabkan tidak sesuai syarat-syarat 
perkawinan atau melanggar ketentuan. 
b. Menikah dengan orang yang harus dihormati karena kekerabatan 
akibat pernikahan. 
c. Apabila saling mengutuk kedua pihak yang seharusnya perkawinan 
saling menghormati 
d. Suami kembali kafir  
3. Menurut Imam Syafi’i menurtnya penyebab fasakh yaitu: 
a. Disebabkan kesusahan mas kawin atau nafkah atau pakaian dan 
tempat tinggal. 
b. Perkawinan yang saling mengutuk atau berbicara kasar keduanya. 
 





































c. Perpisahan disebabkan salah satu budak dari pasangan itu merdeka. 
d. Adanya aib atau cacat permanen kemudian diadukan hakim. 
e. Perkawinan antara budak dan perempuan merdeka. 
f. Menyamakan ibunya atau anaknya ketika bersetubuh. 
g. Apabila suami arau istri ditawan qabla dukhul / dukhul 
h. Salah satu murtad 
i. Menikah dua orang yang bersaudara 
j. Menikah lebih dari 4 isteri 
k. Apabila suami atau istri mempunyai pasangan idaman lain. 
l. Suami menceraikan isteri tanpa alasan yang jelas. 
m. Menikahi saudara kandung atau sepersusan 
4. Menurut Imam Hanbali menurtnya penyebab fasakh yaitu: 
a. Salah satu murtad 
b. Apabila adanya penyakit atau cacat misal gila 
c. Menikah non muslim 
d. Meninggalkan isteri tanpa alasan 
e. Jika suami bersumpah tidak bersetubuh dengan isteri didepan hakim 
dan selama 4 bulan tidak menyetubuhi isterinya dan tanpa 
menceraikan. 
f. Saling mengutuh atau berkata kasar. 30 
                                                          
30 Miftakhurrokhmah Aprillah, “Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dengan Alasan Poligami 
Tanpa Izin Ditinjau Dari  Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Fi Indonesia (Studi Putusan 
MA Nomor 385 K/AG/ 2009)”. (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2017) 
 





































Adapun yang mencabut atau mengahapus pernikahan merupakan 
perceraian yang terdapat suatu maslaah yang timbul antara suami dan istri 
akibatnya mereka tidak bisa untuk mempertahankan tali pernikahan dan 
tujuan rumah tangga kembali. Fasakh terjadi karena adanya kecacatan dalam 
sebuah akad atau sebab lain yang menghalangi tali dalam pernikahan.31 Dasar 
hukum melakukan fasakh diperbolehkan.32 
Adapun akibat timbul peristiwa hukum dari pembatalan nikah ini 
yaitu: 
1. Pernikahan menjadi putusan untuk para pihak yang dibatalkan dan balik 
ke keadaan awal dikarena pernikahan berstatus tidak pernah terjadi serta 
tidak memiliki hubungan hukum dengan kerabat pihak istri. 
2. Batalnya perkawinan dimulai keputusan pengadilan  
3. Keputusan tidak berlau surut untuk salah satu pihak murtad, anak yang 
dilahirkan, pihak ketiga.33 
Penyebab terjadinya fasakh yaitu antara lain: 
1. Disebabkan yang memungkinkan tidak bisa disembuhkan dan menular. 
2. Gila. 
3. Karena ‘anah (impoten). 
4. Karena kusta. 
                                                          
31 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (Jakarta: 
Pustaka al- Kautsar, 2009), 534 
32 Sudarto, Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Waris) (Jakarta: 
Deepublish Publisher, 2018), 210 
33 Kumedi Ja’far, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 
112 
 





































5. Karena mempunyai penyakit kulit 
6. Tumbuh tulang dalam lubang kemaluan sebagai penghalang 
persetubuhan.34 
Syarat-syarat melakukan fasakh nikah yaitu: 
1. Syarat-syarat yang tidak terpenuhinya pada saat akad nikah: 
a. Saudara sepersusuan 
b. Suami/ istri saat kecil diakadkan selain ayah dan kakeknya. Dan saat 
dewasa dapat memilih untuk melanjutkan akad nikahnya atau 
membatalkannya. 
2. Hal-hal yang kemudian datang untuk pembatalan perkawinan: 
a. Salah satu pihak murtad. 
b. Apabia suami awalnya non muslim kemudian masuk islam , akan 
tetapi istri masih dalam non muslim maka akadnya batal. 35 
Adapun dari tata cara melakukan pembatalan nikah yaitu dengan: 
1. Mengajukan gugatan.  
Permohonan pembatalan nikah diajukan oleh pihak yang 
berwewenang untuk mengajukan ke pengadilan yang daerahnya untuk 
melangsungkan perkawinan, wilayah suami istri, suami atau istri. 
2. Pemanggilan. 
Pemanggilan dilaksanakan setiap diselenggarakan persidangan 
kepada pihak atau kuasa yang bersangkutan. Yang dilakukan oleh juru 
                                                          
34 Abdur Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 107-108 
35 Sudarto, Ilmu Fikih (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 212 
 





































sita. Pemanggilan wajib disampaikan ke pihak berhubungan, 
pemanggilan bisa juga melalui surat. Pemanggilan dilakukan dengan cara 
yang patut, paling lambat sebelum persidangan dibuka. Jika terdapat 
dijumpai tempat tinggal Tergugat yang tidak jelas pemanggilan bisa 
dengan menempelkan gugatan dengan media pengumuman pengadilan 
dan memberitahukan dengan alat seperti surat kabar yang dilaksanakan 2 
kali dengan jangka waktu 1 bulan. Jika tergugat berada di wilayah luar 
negeri, panggilan bisa melewati perwakilan Republik Indonesia yang 
setempat. 
3. Persidangan 
Dalam persidangan permohonan pembatalan nikah dilaksanakan 
paling lambat 30 hari sesudah diterimahnya surat gugatan di 
kepaniteraan. Untuk tergugat yang berdomisili di luar negeri persidangan 
dilakukan paling lambat 6 bulan setelah adanya gugatan dalam 
pembatalan nikah tersebut. Apabila sudah proses pemanggilan para pihak 
tetapi tergugat ataupun kuasa tidak hadir maka gugatan dapat diterima, 
melainkan jika gugatan tanpa kewenangan atau yang tidak engan 
beralasan. Pemeriksaan persidangan ini dilakukan secara tidak untuk 
umum. 
4. Perdamaian. 
Sebelum dan sesudah persoalan diputuskan pengadilan wajib 
berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. 
 





































5. Putusan.  
Meskipun pemeriksaan dilakukan secara tertutup, akan tetapi 
putusan dalam persidangan harus dialakukan secara terbuka. Batalnya 
perkawinan dimulai sejak hakim membacakan putusan, karena putusan 
memiliki kewenangan hukum tetap.36 
 
C. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan 
secara rinci tentang pembatalan perkawinan. Dalam pasal 22 hanya 
menjelaskan pernikahan dapat dibatalkan jika pihak enggan menjalankan 
syarat maupun rukun untuk melakukan pernikahan. Keterangan “dapat” pada 
pasal dikemukakan dan dijelaskan bahwa perkawinan bisa batal ataupun tidak 
batal. Maka penjelasan pasal ini dalam pernikahan yang enggan menunaikan 
syarat ataupun rukun pernikahan bisa batal ataupun tidak batal.37 Menurut 
Yahya Harahap mengartikan bahwasanya pembatalan perkawinan merupakan 
tindakan pengadilan yang berupa keputusan dengan menyatakan perkawinan 
yang dilakukan adalah tidak sah no legal force or declared void, sesuatu yang 
dinyatakan tersebut dianggap tidak pernah ada. Maka pasangan yang 
                                                          
36 Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Pernikahan”, Pranata Hukum, Vol. 8 No 2 (Juli 2013), 162 
37 Ibid., 158 
 





































dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami 
isteri.38 
Perkara tersebut diterangkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 “batalanya dalam pernikahan sejak setelah keputusan 
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berjalan mulai saat 
diadakan pernikahan.”39 
Terkait dengan dasar-dasar melakukan pengajuan pembatalan 
pernikahan dipaparkan dalam pasal 26 dan 27 yaitu: 
1. Pernikahan yang dilakukan didepan PPN yang tidak memiliki 
kewewenangan. 
2. Wali nikah yang melaksanakan bukan wali yang sah. 
3. Tidak menghadirkan 2 orang saksi 
4. Pernikahan yang dilakukan di bawah ancaman. 
5. Waktu pernikahan dilaksanakan terjadi salah paham kepada suami 
ataupun istri.40 
Adapun para pihak yang bisa mengusulkan pembatalan pernikahan 
telah disusun pada pasal 23, 24, 25, 26, 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 yaitu: 
1. Kerabat dari keturunan ke atas pihak suami dan istri. 
2. Suami ataupun istri. 
                                                          
38 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Indonesia  (Medan: Cv Zahir Tranding, 1978), 71 
39 Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
40 Pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
 





































3. Pegawai yang memiliki kekuasaan sewaktu pernikahan belum 
diputuskan. 
4. Pegawai yang ditunjuk 
5. Jaksa 
6. Suami atau istri yang pelangsungkan pernikahan.41 
Pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya 
suami atau isteri bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
apabila perkawinan tersebut terdapat melanggar hukum, atau pada saat 
berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri salah satu 
pihak yaitu suami atau isteri, apabila dalam jangka 6 bulan tetapi mereka 
masih hidup sebagaimana suami isteri dan tidak menggunakan haknya maka 
permohonan pembatalan perkawinan tersebut gugur. 
Untuk melakukan permohonan dalam pembatalan nikah dapat 
diajukan Pengadilan yang mana pernikahan tersebut diselenggarakan, 
domisili suami istri, suami ataupun istri. Dan pembatalan pernikahan secara 
sah setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang memiliki ketetapan  
hukum tetap dan berjalan pada itu juga berlaku fasakh nikah. Sebagaimana 
dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Ketetapan 
tidak berlaku surut terhadap: 
1. Anak terlahir dari pernikahan antara suami dan istri itu. 
                                                          
41 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
 





































2. Suami atau istri yang melakukan tindakan iktikad baik, tidak termasuk 
pada kekayaan jika didasarkan terdapat pernikahan lain yang lewat masa 
lalu. 
3. Pihak ke 3 tidak tergolong dalam a dan b selama mendapatkan 
kewenangan iktikad yang patut sebelum ketetapan dari yang memiliki 
kekuatan hukum tetap.42 
Adapun pernikahan yang dilakukan enggan sesuai dengan ketentuan 
yang selaras dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  maka bisa 
dibatalkan. Jika pernikahan tersebut batal maka mempunyai akibat hukum 
kepada pihak yang melaksanakan atau pihak yang bersangkutan dalam 
perkawinan tersebut. Akibat hukumnya mencakup antara lain: 
1. Hubungan sumai istri. Ketika pernikahan telah dibatalkan dan tidak 
mempunyai hukum tetap, iddah tetap berlaku bagi perempuan dalam 
fasakh nikah. Sedangnkan nafkah memiliki ketetapan berbeda yaitu 
enggan mendapatkan nafkah dari bekas suami, dikarenakan pernikahan 
telah rusak maka tidak mewajibkan. 
2. Kedudukan anak. dalam kedudukan anak dijelaskan pada pasal 28 ayat 
(2) hurif (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan pembatalan 
pernikahan tidak berlaku surut kepada anak-anak. fasakh tidak 
memutuskan hubungan hukum dengan orangtua. Anak berhak mewaris 
kepada orangtua dan kedua orangtua memiliki kewajiban memelihara 
                                                          
42 Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
 





































dan mendidik anaknya. Ini berdasarkan kebutuhan anak yang tidak 
berdosa, serta berhak mendapat perbuatan hukum. Tidak sewajarnya 
generasi tersebut ikut serta dalam menanggung akibat tidak memiliki 
hukum yang jelas sebagai anak sah dalam fasakh nikah antara kedua 
orangtuanya. 
3. Harta bersama. Ini dijelaskan pada pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 suami istri yang melangsungkan perkawinan 
tidak ada usur kesengajaan dengan melanggar hukum berlaku, meskipun 
sudah diputuskan dalam pembatalan perkwinan maka pembagian harta 
bersama tetap berlaku. Untuk penjelasan pembagiannya sama seperti 
yang dilakukan perceraian yaitu dibagi secara adil dan berimbang. Harta-
harta kekayaan yang dibawah pihak beritikad baik dilarang dirugikan, 
sedangkan harta yang beritikad buruk terbukti dirugikan maka kerugian 
ditanggung yang beritikad buruk. 43 
 
D. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Pada pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan penyebab 
terjadinya pembatalan pernikhan yaitu: 
1. Suami  telah memiliki empat orang istri, meskipun salah seorang istri 
dalam masa iddah. 
                                                          
43 Surianai R, “ Pembatalan Perkawinan Fasakh Dan Akibat-Akibatnya Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makasar Tahun 2011-2014), 
(Skripsi, UIN  Alaudddin Makasar, Makasar, 2015), 28-30 
 





































2. Menikah mantan istri yang sudah di li’an 
3. Suami mengawini mantan istri yang pernah di talak 3 kali kecuali istri 
kawin bersama laki-laki lain sesudah itu bercerai dan ba’da dukhul serta 
selesai masa iddahnya. 
4. Perkawinan dilakukan hubungan semenda, sepersusuan 
5. Suami melakukan poligami tidak adanya izin Pengadilan Agama. 
6. Wanita yang dikawinkan terbukti suatu hari dapat diketahui sedang 
terikat pernikahan dengan laki-laki lain yang mafqud. 
7. Perkawinan yang dikawini masih masa iddah dengan mantan suaminya. 
8. Perkawinan yang melanggar batas usia dalam perkawinan.  
9. Pernikahan yang diselenggarakan tidak adanya wali ataupun dilakukan 
dengan wali yang tidak memiliki hak. 
10. Pernikahan yang dilakukan dengan paksaan.44 
Adapun tata cara melakukan permohonan pembatalan nikah yaitu 
dengan pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama yang mewilayai 
domisili  suami istri pernikahan dilakukan dan batalnya sejak putusan 
Pengadilan Agama yang mempunyai hukum tetap berjalan saat itu juga, yang 
mana diatur dalam pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Batalnya suatu 
pernikahan diawali sesudah putusan pengadilan agama memiliki kekuatan 
hukum yang tetap dan berjalan mulai saat berlakunya pernikahan”.45 
                                                          
44 Pasal 70-71 Kompilasi Hukum Islam 
45 Pasal 74 Ayat (2)Kompilasi Hukum Islam 
 





































Pengadilan Agama bisa membatalkan pernikahan dengan permintaan 
para pihak yang mempunyai kepentingan, dalam peristiwa tersebut terdapat 
pada pasal 72: 
1. Suami atau istri bisa mengusulkan permohonan pembatalan pernikahan 
jika terdapat perbuatan mengancam menyalahi aturan. 
2. Suami atau istri bisa mengusulkan permohonan pembatalan pernikahan 
saat berlangsungnya pernikahan terdapat pernipuan ataupun prasangka 
berkenaan suami ataupun istri. 
3. Jika perbuatan telah berakhir ataupun yang bersalah sangka telah 
mengetahui, dan dalam jangka 6 bulan sesudah itu keadaan hidup suami 
istri dan tidak menggunakan kewenangan untuk pembatalan perkawinan, 
maka hak tersebut batal.46 
Mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan 
pernikahan sebagai berikut: 
1. Kerabat  keturunan keatas ataupun kebawah dari kedua belah pihak. 
2. Suami atau istri. 
3. Pejabat yang mempunyai kekuasaan pengawasan terhadap melaksanakan 
perkawinan. 
4. Pihak yang memiliki kepentingan dan menyaksikan adanya kurangnya 
rukun maupun syarat pernikahan yang berlaku.47 
 
                                                          
46 Deni Rahmatillah, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
dan Kompilasi Hukum Islam”, Hukum Islam, Vol XVII No. 2 (Desember 2017), 162-164. 
47 Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam 
 





































E. Prosedur Pencatatan Perkawinan Bagi TNI 
Pencatatan pernikahan merupakan proses mengadministrasikan dalam 
perkawinan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang 
mempunyai kedudukan di wilayah kedua mempelai untuk melangsungkan 
pernikahan. Untuk yang memeluk islam melangsungkannya di Kantor Urusan 
Agama sedangkan untuk non muslim berada di Kantor Catatan Sipil (KCS).  
Tujuan dalam pencatatan ini adalah untuk menentukan ketentuan 
hukum dan perbuatan pihak berlangsungnya pernikahan, maka negara 
menjadi naungan yang memberikan kekuatan hukum serta bukti otentik 
bahwa telah terjadi ikatan perkawinan. 
Apabila pernikahan yang tidak dicatatkan maka tidak mempunyai 
hukum yang melindungi kedua belah pihak dan tidak diakui. Jika suatu hari 
terjadi perbuatan melanggar yang telah dilaksanakan diantara  pihak yang 
dirugikan tidak bisa meminta hak apapun yang menurut hukum. Adapun 
dampak untuk anak adalah status anak yang dilahirkan tidak sah akibatnya 
anak memiliki ikatan ke ibu, dan mengakibatkan anak tidak memiliki hak atas 
nafkah, waris dari ayahnya.48 
Maka sebab itu untuk menghindari dari sebuah kemudharatan yaitu 
diperlukan adanya pencatatan perkawinan, kemudharatan itu harus 
dihilangkan yang mana sesuai dengan kaidah fikih: 
 الضرريزال
                                                          
48 Siti Musda Mulia, Membangun Surga Di Bumi (Yogyakarta: Quanta), 189 
 





































Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”49 
TNI merupakan perangkat negara yang memiliki peranan  penting 
untuk mempertahankan negara. Peran tersebut sangat berat sehingga setiap 
anggota dikehendaki untuk selalu disiplin dalam mengemban tugasnya.  
Sebelum melakukan pernikahan anggota TNI harus memiliki izin 
tertulis bahwa berkendak ingin menikah50 Untuk memperoleh izin tersebut 
yaitu dengan: izin tertulis ke pihak yang berwewenang, sebelum melakukan 
izin calon suami atau istri menghadap ke pihak atasan,  sebelum permohonan 
izin disampaikan suami atau istri menerima petunjuk kerukunan rumah 
tangga, putusan perizinan disampaika secara tetulis. 
Surat izin tersebut hanya berlaku selama enam bulan terhitung dari 
dikeluarkannya.51 Setelah perkawinan dilangsungkan surat izin nikah dari 
yang berwewenang dan diserahkan ke personalia untuk menyelesaikan 
administrasi. Jika izin sudah diberikan akan tetapi tidak dilaksanakan 
perkawinan maka yang pihak yang bersangkutan melapor dalam pembatalan 
pernikahan tersebut ke pejabat pemberi izin dengan menyertakan alasan 
tertulis.  
Adapun tata cara melakukan perizinan perkawinan bagi TNI yaitu 
sebagai berikut: 
                                                          
49 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Pranada Media Group, 2007), 186 
50 Frans Simangunsong, “Perkawinan Dan Perceraian Anggota Tni Menurut Keputusan 
Menkanham No. Kep/01/I/18903”, Fakultas Hukum, 3 
51 Ibid. 
 





































1. Surat permohonan izin nikah yang tekah diajukan ke pejabat yang 
berwewenang yang disertai pendapat pejabat agama dengan lampiran: 
a. Surat keterangan nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan 
dan tempat domisili suami istri, jika pernah kawin maka disetakan 
nama istri/ mantan suami. 
b. Surat keterangan nama, agama, pekerjaan dan domisili orang tua. 
c. Surat keterangan pihak yang berwewenang bahwa usia telah 
mencapai 19 tahun. 
d. Surat kesanggupan bahwa siap menjadi suami/ istri TNI. 
e. Surat pernyataan dari pengadilan ataupun pejabat yang telah 
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak apabila tidak mencukupi umur 
nikah. 
f. Surat persetujuan wali calon istri. 
g. Surat keterangan pejabat personalia status nikah dari anggota 
bersangkutan. 
h. Surat keterangan cerai/ kematian apabila telah janda ataupun duda. 
i. Surat keterangan dari pamong praja/ polisi mengenai perilaku calon 
suami/ istri. 
j. Surat keterangan dokter TNI tentang kesehatan yang bersangkutan. 
k. Dua lembar pas foto anggota dan calon suami/ istri. 
 





































2. Jangka waktu minimum untuk menyelesaikan persiapan adalah 15 hari 





                                                          
52Ibid., 4-5 
 




































DESKRIPSI KASUS DARI PUTUSAN NOMOR : 
0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN 
PERKAWINAN TNI KARENA HANYA KURANG SYARAT 
ADMINISTRATIF 
 
A. Kronologi Kasus Penolakan Pembatalan Perkawinan TNI Dengan 
Nomor Perkara 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun 
Pada tanggal 17 Desember 2015 Termohon I dan Termohon II (istri) 
melaksanakan perkawinan dan ditulis oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan. Sesuai berkas pernikahan di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, sebelum hendak melakukan 
pernikahan Termohon I merupakan jejaka dan Termohon II merupakan janda. 
Pada tanggal 18 Mei 2016 seorang laki-laki datang ke di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan yang mengaku sebagai keluarga 
Andik Setiawan bin Ridwan yang memaparkan bahwa Termohon I 
melakukan pemalsuan surat rekomendasi dari atasan untuk segera menikahi 
Termhon II dengan menunjukan alat bukti berupa fotokopi surat rekomendasi 
yang dipalsukan tersebut. Selain melasukan surat rekomendasi dari atasan 
Termohon I tidak menunjukan surat izin menikah dari kesatuan TNI tersebut. 
Perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan tidak 
meminta perizinan atasan sebagai salah satu syarat administratif anggota TNI, 
maka permohona Pemohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk 
membatalkan perkawinan tersebut. 
 





































Pada hari dan tanggal sudah ditentukan Pemohon dan Termohon I 
sudah menghadiri persidangan, akan tetapi Termohon II (istri termohon I) 
enggan datang dalam persidangan meski telah dipanggil dengan baik. 
Ternyata ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan karena adanya alasan yang 
sah. 
Bahwa ini merupakan perkara pembatalan nikah, mediasi dalam 
persoalan ini tidak layak dilaksanakan, kemudian dibacalah surat permohonan 
Pemohon yang didalamnya tetap dipertahankan Pemohon. Termohon I 
menjawab dengan lisan dalam persidangan yang isinya membetulkan dalil-
dalil permohonan Pemohon.53 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perkara Penolakan 
Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Di Pengadilan Agama 
Pangkalan Bun 
Dasar pertimbangan hukum hakim pada persoalan penolakan 
pembatalan pernikahan ini disebebkan kurangnya syarat administratif seorang 
TNI yang hendak melakukan perkawinan pada tahap putusan persidangan 
oleh hakim. Akan tetapi sebelum melakukan pemberian putusan sebagaimana 
yang sudah terlampir nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun, dengan 
pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut: 
                                                          
53 Kutipan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor: 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun 
 





































Pemohon dan Termohon I sudah datang menghadiri persidangan, akan 
tetapi Termohon II enggan datang meski sudah dipanggil secara resmi, 
ketidakhadiran tersebut tidak dikarenakan alasan yang sah. 
Menurut bukti (P-1 dan P-2), terbukti pernikahan Termohon I dengan 
Termohon II melakukan perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama 
Pangkalan Bun, beserta ketetapan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam termasuk 
kewenangan absolut. 
Pemohon sudah mengemukakan permohonan pembatalan nikah 
perkawinan Termohon I dan Termohon II alasan Termohon I adalah anggota 
TNI telah melakukan pemalsuan surat rekomendasi dari Dandim Pangkalan 
Bun. 
Dengan keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon yang menjabat 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten 
Kotawaringin Barat adalah pihak berwenang mengajukan pembatalan nikah 
dengan Termohon I dan Termohon II.  
Untuk menegaskan perkara diajukan Pemohon kepada Majelis Hakim, 
Pemohon membawa alat-alat bukti berupa: 
1. Bukti tertulis 
Bukti P-1 sampai P-3 (foto copy kutipan akta nikah, foto copy Kartu 
Tanda Penduduk nama Pemohon, foto copy berkas rekomendasi menikah 
 





































yang telah disahkan oleh Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun) 
diajukan Pemohon bermaterai dan diperlihatkan asli dipersidangan, serta 
materi semua isi alat bukti tulis berkesinambungan dengan perkara ini 
dan tidak bertentangan sama lain. Dengan demikian bukti-bukti tersebut 
mencukupi ketentuan formil dan materil dalam pembuktian. 
2. Bukti saksi 
Saksi kesatu dan kedua yang sudah diajukan oleh Pemohon dan 
Termohon I, tidak ada halangan menjadi saksi dan penjelasan saksi 
mengenai dalil alasan Pemohon didasar pada pengetahuan secara nyata 
dan mengetahui betul pernikahan Termohon I dan Termohon II 
dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Arut Selatan, Termohon I adalah seorang TNI yang telah 
melakukan pemalsuan surat rekomendasi Dandim Pangkalan Bun dengan 
tujuan segera melaksanakan pernikahan tersebut.  
Kesaksian empat orang saksi telah sesuai dan telah mendukung alasan 
Pemohon, maka kesaksian tersebut menjadi alat buki yang sah perkara ini. 
Berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada bukti tertulis maupun 
saksi, Majelis Hakim menemukan fakta yaitu: 
1. Termohon I dan Termohon II menikah pada tanggal 17 Desember 2015 
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan. 
 





































2. Termohon I berprofesi sebagai TNI yang sudah melakukan pemalsuan 
surat rekomendasi dari Dandim Pangkalan Bun yang mana adalah salah 
satu syarat administratif pernikahan bagi seorang TNI. 
3. Dandim Pangkalan Bun tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi 
kepada Termohon I dalam mengurus administratif pernikahan dengan 
Termohon II di depan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut 
Selatan. 
4. Pernikahan dilakukan dengan suka rela tanpa paksaan dan tekanan pihak 
ke tiga. 
Dengan fakta tersebut Majelis Hakim melakukan penilaian bahwa 
surat rekomendasi Dandim Pangkalan Bun yang telah dipalsukan Termohon I 
untuk syarat administratif melangsungkan pernikahan Termohon I dan 
Termohon II tidak bisa dijadikan landasan yuridis pembatalan pernikahan. 
Pernikahan Termohon I dan Termohon II sudah mencukupi rukun 
maupun syarat nikah dalam hukum islam dan tidak ada paksaan maupun 
tekanan pihak ketiga. 
Pada rekomendasi melangsungkan perkawinan anggota TNI yang 
dipaparkan pasal 7 ayar (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 
PERPANG/11/VII/2007 “prajurit TNI yang akan melangsungkan pernikahan 
wajib mendapatkan perizinan dari pejabat yang berwenang”. Hanya aturan 
administratif berlaku bagi kalangan TNI, dan tidak bisa dijadikan landasan 
 





































yuridis pembatalan nikah Termohon I dan Termohon II yang bagaimana telah 
mencukupi rukun syarat nikah. 
Meskipun Termohon I sudah menyetujui perkawinan dengan 
Termohon II dibatalkan tetapi persetujuan bertentangn dengan prinsip dasar 
hukum yang berkaitan pembatalan perkawinan maka dinyatakan tidak 
berlaku. 
Berdasarkan pertimbangan permohonan Pemohon dengan dalil surat 
rekomendasi Dandim Pangkalan Bun yang telah dipalsukan Pemohon I tujuan 
segera melangsungkan perkawinan dengan Termohon II, tidak memiliki 
legalistas hukum yang sah, maka harus ditolak. 
Majelis hakim sepakat untuk menolak permohonan Pemohon 
pembatalan pernikahan yang mana artinya tetap mengabulkan pernikahan 
tersebut Pemohon I dengan termohon II yang berlangsung di depan Pegawai 
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan pada tanggal 
17 Desember 2015 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Arut Selatan tidak berkekuatan hukum dan menyerahkan biaya perkara 
sebesar Rp. 446.000,-  (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada 
Pemohon. 
Demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun 
yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Masehi pada tanggal 
23 Ramadhan 1437 H oleh Drs. Mahdi, S.H., M.H. 
 





































Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Pangkalan Bun memutuskan perkara nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun 
mengenai penolakan  pembatalan perkawinan TNI yang hanya kurang syarat 
administratif sesuai pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 











                                                          
54 Ibid.  
 




































ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PEMBATALAN NIKAH TNI YANG 
KURANGNYA SYARAT ADMINISTRATIF 
 
A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilana Agama Pangkalan Bun 
Terhadap Penolakan Pembatalan Nikah TNI Karena Hanya Kurang 
Syarat Administratif. 
Dalam kehidupan rumah tangga tidak mungkin dalam rumah tangga 
selalu happy, berbahagia dan tertawa terus-menerus. Pasti terdapat duri-duri 
permasalahan, perselisihan sampai pertengkaran. Terciptanya keluarga yang 
tentram serta damai apabila mereka suami dan istri melaksanakan tugasnya 
berupa hak dan kewajiban dengan semestinya.55 
Pada kedua pasangan apabila merasa dirugikan menemukan titik 
kekuarangan yang belum memenuhi ketentuan syara’, maka pernikahan 
antara suami dan istri tersebut dapat dibatalkan menurut hukum islam ataupun 
undang-undang yang berlaku, jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan 
khawatir bertambahnya perselisihan ataupun pertengkaran antara keduanya. 
Prosedur dari pembatalan nikah wajib melalui Pengadilan Agama 
yang mewilyahi, sebab hakim yang berhak untuk memutuskan perkara 
tersebut. Maka dari itu harus terdapat bukti-bukti yang otentik agar bisa 
menguatkan dalam putusan hakim dan hakim yang mengadili. Hakim 
mempertimbangkan sebelum memberika putusan dengan tujuan putusan 
                                                          
55 Khalifa Bisma Sanjaya. Pertimbangan Mempertahankan Rumah Tangga (Jakarta: PT Elex 
Media Komputindo, 2016), 2. 
 




































tersebut terdapat keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan kedua belah 
pihak. 
Dasar hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun 
dalam memutuskan perkara ini adalah pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam 
dan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG/11/2007 
maka Permohonan untuk melakukan pembatalan perkawinan Termohon I dan 
Termohon II ditolak. 
Pada perkara penolakan pembatalan nikah dengan nomor perkara 
0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun Pemohon I (Kepala KUA Kecamatan Arut 
Selatan) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang 
disebabkan Termohon I (anggota TNI) melakukan pemalsuan surat 
rekomendasi nikah dari Dandim Pangkalan Bun sebagaimana salah satu 
syarat administratif untuk melaksungkan pernikahan. Termohon I melakukan 
pemalsuan tersebut bertujuan agar segera menikah dengan Termohon II (guru 
honorer) tanpa ribet. Sedemikian rupa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan, KHI, dan Peraturan Menteri Pertahanan No: 23 
Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Di 
Lingkungan Departemen Pertahanan.  Maka pernikahan tersebut sudah patut 
dibatalkan.  
Menurut hasil penelitian penulis pada Bab III, dipaparkan alasan 
permbatalan nikah oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor 
perkara 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun kepada Termohon I dan Termohon II 
 




































sudah selaras ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Dengan pertimbangan para hakim Pengadilan Agama Pangkalan 
Bun dengan nomor perkara 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun mengenai 
pembatalan nikah TNI disebabkan kurangnya syarat administratif  yaitu: 
Termohon I dan Termohon II melangsungkan perkawinan di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan. Termohon I merupakan anggota 
TNI dan berstatus jejaka sedangkan Termohon II merupakan guru honorer 
dan berstatus janda. 
Pada hari Senin 18 Mei 2016 telah datang adik Termohon I ke Kantor 
Urusan Agama Kacematan Arut Selatan, memaparkan bahwasanya Termohon 
I sudah melakukan  pemalsuan surat rekomendasi nikah dari Dandim 
Pangakalan Bun atau atasanya dengan membuktikan bukti foto copy surat 
rekomendasi yang sudah dipalsukan Termohon I. 
Selain melakukan pemalsuan terhadap surat rekomendasi dari atasan 
Termohon juga tidak menyerahkan  surat izin tersebut. Maka pernikahan 
tersebut dilaksanakan tanpa izin atasan yang merupkakan syarat administratif 
bagi anggota TNI, dengan itu Pemohon sebagai kepala Kantor Urusan Agama 
Pangkalan Bun mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan 
Agama Pangkalan Bun. 
Termohon I tidak keberatan apabila dilakukan pembatalan nikah 
antara Temohon I dan Temohon II disebebkan pemalsuan syarat administratif 
yang sudah dilaksanakan. 
 




































Untuk mebenarkan dalil gugatan, pemohon menunjukan bukti dalam 
persidangan yaitu: 
1. Bukti tertulis: 
a. Foto copy kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Srut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Bermaterai cukup dan 
sudah dicocokan aslinya ternyata sesuai. (P-1). 
b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nomor 
6201023001590001 tanggal 21 Mei 2012 dikeluarkan oleh dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat. 
Dicocokan dan diberi materai (P-2). 
c. Foto copy surat rekomendasi menikah yang sudah dikeluarkan 
Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun pada 15 Desember 2015 dan 
bermaterai.(P-3). 
2. Bukti saksi 
Saksi I dan saksi II yang sudah diajukan Termohon dan Pemohon 
tidak ada halangan dan keterangan didasarkan secara nyata mengetahui 
pernikahan antara Termohon I dan Termohon II diselenggarakan hadapan 
pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kacamatan Arut Selatan 
dan Termohon I berprofesi anggota TNI sudah melakukan pemalsuan 
surat rekomendasi dari Dandim Pangkalan Bun untuk segera 
melangsungkan pernikahan dengan Termohon II. 
 




































Dengan dikabulkan pembatalan perkawinan mereka maka akta nikah 
pada kutipan akta nikah  tertangga 17 Desember 2015 yang dkeluarkan oleh 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin 
Barat tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Dalam pengambilan hukum, majelis hakim Pengadilan Agama 
Pangkalan Bun telah mempertimbangkan perkara berikut: 
Maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang sudah dijelaskan di 
atas. Pemohon II tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah 
dipanggil secara patut yang tidak disebabkan alasan yang sah.  
Bukti P.1 merupakan foto copy kutipan akta nikah telah sesuai dengan 
surat aslinya dan bermaterai cukup. Maka bisa diterima dan dipertimbangkan 
lanjut. Akta tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuaatan dan 
mengikat terbukti mereka suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah. 
Termohon I dan Termohon II  menyelenggarakan pernikahan pada 
tanggal 17 Desember 2015 yang te;ah didaftarkan oleh pegawai pencatat 
nikah di KUA Kecamatan Arut Selatan. Pada tanggal 18 Mei 2016 datang 
adik Termohon I ke Kantor Ursan Agama Kecamatan Arut Selatan yang 
mengemukakan  Pemohon I telah melakukan pemalsuan surat rekomendasi 
menikah dari atasan bertujuan segera ingin menikah dengan Termohon II. 
Termohon I mengaku bahwa ia masih jejaka dan Termohon II adalah janda. 
Termohon II tidak hadir dalam persidangan dan tidak ada alasan 
tertentu sehingga tidak bisa didengar pengakuanya, 
 




































Bukti P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah sesuai 
aslinya. Bukti tersebut telah dicocokan dan diberi materai serta dinyatakan 
benar. 
Bukti P.3 foto copy surat rekomendasi menikah yang dikeluarkan 
Kamandan Kodim 1014 Pangkalan Bun diberi materai secara cukup. 
Temohon I mengemukakan bahwa telah menikah dengan Temohon II 
tanpa adanya surat izin dari Dandim Pangkalan Bun. Temohon I adalah jejaka 
dan Temohon II adalah seorang janda. 
Para saksi pertama maupun kedua memaparkan bahwasanya Pemohon 
I menikah dengan Pemohon II tanpa adanya izin dari Dandim TNI 
Pangakalan Bun agar bisa melangsungkan pernikahan tersebut yang 
mengakibatkan melakukan pelanggaran administratif yang sebagaimana 
prosedur pernikahan TNI semestinya.  
Dalam putusan ini didasarkan fakta bahwa telah terbukti Termohon 
telah melakukan penipuan kepada kepala KUA, penipuan yang dimaksud 
adalah penipuan tentang perizinan seorang TNI kepada Dandim Pangkalan 
Bun. Dan Termohon I melakukan dengan sengaja dan mengaku bahwasanya 
telah melakuakn izin secara administratif dengan melampirkan surat yang 
sesungguhnya Termohon belum melakukan izin. Pemohon baru mengetahui 
surat izin tersebut untuk menikah adalah palsu. Dapat disimpulkan 
bahwasanya Termohon I melanggar aturan-aturan hukum yang wajib 
dipenuhi dalam prosedur pernikahan TNI. Dalam hal ini kepala KUA sangat 
 




































dirugiakan karena berhasil mengelabuhi kepala KUA dalam pendaftaran 
pernikahan dengan pemalsuan sebagaimana syarat administratif pernikahan 
TNI. 
Pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menentuka faktor batalnya 
perkawinan jika poligami, masih terikat pekawinan lain, wanita masa iddah, 
melanggar usia nikah, tanpa ada wali, paksaan. Demikian pada pasal 7 ayat 
(1) peraturan panglima TNI nomor PERPANG/11/VII/2007 prajurit TNI yang 
hendak menikah wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang . 
Berdasarkan pertimbangan majelis hakim berkesimpulan bahwasanya 
pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak memiliki legalitas atau 
hubungan hukum yang sah dengan pembataan perkawinan maka harus 
ditolak. 
Dengan ditolaknya pembatalan nikah antara Termohon I dan 
Termohon II tersebut masih tetap memiliki hubungan yang sah sebagaimana 
pasangan suami istri yang semestinya. 
Pada pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan suami 
ataupun istri bisa melakukan pengajuan pembatalan nikah jika pada saat 
berlangsungnya pernikahan melakukan penipuan ataupun salah sangka diri 
suami atau istri. 
Pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan bahwasanya perkawinan bisa dibatalkan apabila suami atau istri 
 




































melakukan permohonan pembatalan nikah pada saat berlangsungnya 
pernikahan terdapat salah sangka suami atau istri. 
Pada pasal 7 ayat (1) peraturan panglima TNI nomor 
PERPANG/11/VII/2007 prajurit TNI yang hendak menikah wajib 
memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. 
Pernyataan di atas terlihat bahwasanya unyuk menyelesaikan perkara 
hakim memiliki tugas menyelidiki hubungan yang digunakan dalam 
menentukan dasar gugatan ini sesuai ataupun tidak. Sehingga hakim 
mengetahui secara benar peristiwa apa yang terjadi dengan melakukan 
pembuktian. Pemohon dan Termohon telah menunjukan bukti-bukti dan telah 
mengahadirkan para saksi. 
Penipuan berasaal dari kata tipu, dalam KBBI merupakan perbuatan 
atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan 
maksud untuk menyesatkan, mengakali dan mencari untung.  Dan pengertian 
penipuan dalam kamus hukum adalah perbuatan atau perkataam tidak jujur 
yang bertujuan menyesatkan, mengakali atau mencari untung.56 
Sedangkan pemalsuan berasal dari kata palsu, dalam KBBI palsu 
adalah palsu adalah tidak sah, tiruan atau gadungan. Dan pengertian 
pemalsuan dalam kamus hukum adalah memalsuakan sesuatu sehingga 
menimbulkan suatu hak yang digunakan bukti sesuatu hal dengan maksud 
memakainya yang seolah-olah benar isinya.57 
                                                          
56 Tim Ganeca Sains, Kamus Lengkap Bahasa Indonesa, (Surabaya: Penabur Ilamu, 2008), 17 
57 Ibid  
 




































Jadi disimpulkan bahwasanya pemalsuan merupakan teknik dari 
penipuan,58 termasuk dalam kasus ini menirukan data administrasi dari 
Dandim Pangkalan Bun sebagai salah satu syarat perkawinan TNI 
Jika hakim sudah melihat apa peristiwa yang telah terjadi dan 
menemukan hukum yang sesuai dengan perkara, maka hakim bisa 
menjatuhkan putusan. Dalam putusanya hakim memeriksa dan mengadili 
gugatan sesuai yang diajukan. 
Pengakuan yang di ucapkan di depan hakim merupakan bukti yang 
menentukan. Dalam perkara ini semua bukti-bukti menentukan bahawasanya 
Termohon I telah bersalah melakukan pemalsuan data administratif, tetapi 
hakim menganggap bahwasanya itu tidak bisa dijadilan dasar landasan 
yuridis dalam perkara pembatalan nikah. 
Dengan demikian alasan yang diajukan diperkuat dengan bukti dan 
para saksi dengan berbagai pertimbangan. Seharusnya Hakim dapat 
memutuskan perkawinan Termohon I dan Termohon II dengan alasan 
kurangnya syarat administratif Termohon I surat izin dari Dandim Pangkalan 
Bun. Maka alasan Pemohon telah memenuhi persyaratan sehingga hakim 
memutuskan perkara yang merujuk pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Panglima 
TNI Nomor PERPANG/11/VII/2007, pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum 
Islam, pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan sudah terpenuhi. Maka dari pertimbangan hukum hakim yang 
                                                          
58 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan diakses pada pukul 18:56 tanggal 07/02/2021  
 




































menolak perkara pembatalan perkawinan karena kurangnya syarat 
administratif TNI tersebut kurang tepat . 
 
B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun 
Nomor 0320/Pdt.G/2016/Pa.Bun Tentang Penolakan Pembatalan 
Perkawinan Tni Karena Hanya Kurang Syarat Administratif 
Dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama 
Pangkalan Bun ini adalah perbuatan penipuan yaitu dengan cara memalsukan 
syarat administratif yang dilakukan oleh Termohon I dan telah direncanakan 
oleh Termohon I Dengan tujuan memperoleh keuntungan diri sendiri ataupun 
orang lain. 
Penipuan atau pemalsuan dalam hukum islam dikatakan gharar, gharar 
adalah penyebab terjadinya fasad sebagai perubahan sesuatu dari keadaan 
normal yang baik menjadi tidak normal (fasad), dan juga dimaknai batal. 
Sedangkan arti luas fasad yaitu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan 
aturan seperti kezaliman, fitnah dan sebagainya. Maka akad adalah unsur 
penting dalam suatu ikatan untuk menghindari ketidakjelasan dan 
memperjelas tujuan. Gharar bisa merusak akad. Perkawinan yang 
dilaksanakan dengan pemalsuan sudah patutnya untuk dibatalkan.59 Penipuan 
termasuk kategori dalam kejahatan. 
                                                          
59 Fa’idh Duhat “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh 
Kepala KUA Kepala Pengadilan Agama Bondowoso Karena Pernikahan Palsu Yang 
Direncanakan”. (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019) 
 




































Dengan putusan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan 
penjelasan dari para saksi, alat bukti dan pertimbangan majelis hakim dari 
perkara yang terjadi bahwa Termohon I telah terbukti melakukan kesalahan 
yaitu memalsukan surat izin nikah dari Dandim Pangkalan Bun yang 
bertujuan untuk segera menikah dengan Termohon II. Dalam perkara ini bisa 
diancam pidana dan terjadi batalnya pernikahan keduanya. 
Kesimpulan dari perkara penolakan pembatalan pekawinan yang 
sudah dipaparkan oleh ketua majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan 
Bun dengan nama Drs. Mahdi, S.H., M.H. yaitu “Pernikahan TNI yang 
mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwewenang merupakan 
hanya aturan administratif dan tidak bisa dijadikan landasan yuridis 
pembatalan pernikahan, tetapi mereka sudah memenuhi syarat dan rukun 
perkawinan sebagaimana maka perkara ini harus ditolak” 
Dilihat pernyataan di atas bahwa pembatalan perkwinan ditolak dan 
dinyatakan tidak bisa dijadikan landasan yuridis, sebab mereka kedua belah 
pihak dianggap sudah melaksanakan pernikahan sebagaimana dalam hukum 
islam syarat dan rukun terpenuhi. Para hakim hanya meninjaun dari hukum 
islam saja tidak melihat sisi hukum postifinya. Jika pernikahan tersebut 
terdapat kurangnya syarat administratif maka tidak bisa dicatatkan yang 
mengakibatkan tidak memiliki legalitas hukum seperti anak-anak mereka 
yang tertulis Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan 
Kompilasi Hukum Islam. 
 




































Penolakan pembatalan perkawinan karena kurangnya syarat 
administratif. Dari kurangnya syarat tersebut merupakan pemalsuan surat 
izin. Pemalsuan yaitu kejahatan yang didalamnya mengandung sistem 
ketidakbenaran atau memalsukan suatu objek yang tampak seolah-oleh benar 
kenyataanya, akan tetapi sebetulnya bertentangan dari apa yang sebenarnya.60 
Perbuatan tersebut merupakan perbuatan penipuan. Akibatnya yaitu formil 
pernyataan saja perkawinan telah dibatalkan tetapi tidak berlaku untuk anak 
mereka dan tetap memperoleh hak waris dari ayah kandung. 
Sudah diatur mengenai rukun dan syarat perkawinan pada Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. Pada pasal 22 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan bisa 
dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat perkawinan. Izin Dandim 
Pangkalan Bun merupakan syarat administratif pernikahan TNI yang wajib 
dilaksanakan. Dan Pasal 23 ayat (c) adapun pihak yang bisa mengajukan 
pembatakan perkawianan adalah pejabat yang berwewenang selama belum 
diputuskan. Dalam perkara ini pihak yang mengajukan adalah kepala KUA 
yang menyelenggarakan atau yang menwilayainya. 
Pada pasal 7 Peraturan Menteri Pertahanan No: 23 Tahun 2008 
Tentang Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan 
Departemen Pertahanan dijelaskan bahwa untuk mendapatkan izin 
perkawinan bagi seorang TNI bisa ditolak jika 
                                                          
60 Ismu Gunandi, Dkk, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada 
Media, 2014), 173. 
 




































1. Calon suami atau istri menjalani hukuman dari pengadilan dan 
mempunyai hukum tetap. 
2. Masih terikat pernikahan orang lain. 
3. Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami ataupun istri tidak sesuai 
dengan norma atau kaidah berlaku di masyarakat. 
4. Adanya kemungkinan jika pernikahan mengakibatnya rendahnya 
martabat dan kerugian nama baik anggota ataupun negara secara 
langsung atau tidak langsung. 
5. Tidak seiman. 
6. Persyaratan administrasi dan kesehatan tidak terpenuhi.61 
Jadi pernikahan yang dilakukan adalah tidak sah karena telah 
melanggar hukum yang sudah ditetapkan didasarnya kurangnya syarat 
administratif sebab melakukan pemalsuan surat izin dari atasan TNI. Maka 
hukum pernikahan antara keduanya sama seperti sebelum melaksanakan 
pernikahan. 
Jika adanya ketidakjelasan ataupun unsur ghoror kepada salah satu 
mempelai, maka pernikahan tidak bisa dikatakan sah. Selain terdapat syarat 
administratif tidak terpenuhi majelis hakim juga melihat dari sisi 
kemudharatan jika pernikahan tetap dilaksanakan. Peristiwa dalam perkara ini 
diketahui ketika datang seorang laki-laki keluarga dari Termohon I dan 
memaparkan bahwasnaya Termohon I telah memalsukan surat rekomendasi 
                                                          
61Peraturan Menteri Pertahanan No: 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk 
Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan 
 




































menikah dari atasan. Pernikahan tersebut mengakibatkan kemudharatan. 
Termohon I bersedia jika pernikahan tersebut dibatalkan. 
Dengan terjadinya perkara ini pernikahan antara Termohon I dan 
Termohon II tidak memiliki legalitas hukum dan akan membawa 
kemudharatan. maka dengan menghilangkan kemudharatan tersebut harus 
dicatatkan sesuai ketentuan dalam pencatatan perkawinan. sebagaimana 
dalam kaidah fiqhiyah:  
 الضرريزال
Artinya: “kemudharatan harus dihilangkan” 
Kemudharatan membawa serangkaian hal yang negatif dan bahaya 
baik perempuan ataupun laki-laki yang mana merupakan pasangan.62 Salah 
satu pihak yang sudah dirugikan dibolehkan membatalkan perkawinan yang 
menggunakan haknya dengan alasan suami telah melakukan pemalsuan syarat 
administratif, sehingga menyebabkan ketidak memiliki kekuatan hukum dan 
berkelanjutan kedua belah pihak. Diperbolehkan mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan kepada Termohon I. Karena dilihat dari banyak 
mudharatnya maka pernikahan dibatalkan  jika pernikahan tersebut diteruskan 
dan berakibat hukum pada anak mereka. 
Dijelaskan dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan bahwa keputusan tidak berlaku surut kepada: 
                                                          
62 Rizem Aizid, Fiqh Islam Bagi Muslimah Karir, (Yogyakarta: PT Huta Parhapuran, 2018), 42 
 




































1. Anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan yanh sah. Meskipun 
telah terjadi pembatalan perkawinan maka hubungan anak terhadap 
orangtua tetap sah. 
2. Suami atau istri bertindak iktikad baik, kecuali harta bersama, apabila 
pernikahan didasarkan perkawinan lain lebih terdahulu. 
3. Pihak ketiga yang tidak termasuk a dan b sepanjang memperoleh hak-
hak iktikad baik sebelum adanya keputusan  yang memiliki kekuatan 
hukum tetap 
Pada pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perkawinan tidak 
berlaku surtut kepada: 
1. Pernikahan batal apabila salah satu pasangan murtad. 
2. Anak sah yang telah dilahirkan mereka. 
3. Pihak ketiga selama mendapat hak beritikad baik sebelum adanya 
putusan berkekuatan tetap. 
Dalam perkara pembatalan pekawinan terhadap harta bersama apabila 
sebelumnya mereka tidak menentukan dan tidak ada perjanjian khusus. Maka 
dalam pembagian harta bersama tersebut sama rata yaitu dibagi dua antatra 
suami dan istri. 
Peraturan terhadap pemalsuan surat izin atau data administratif sudah 
diatur dalam KUHP.  Diatur pada KUHP Bab XII Mengenai Pemalsuan Surat 
pada pasal 263 “Barang siapa membuat surat atau memalsukan yang 
menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau untuk alat bukti 
 




































dari pada suatu hal untuk memakai ataupun menyuruh orang seolah-olah 
isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian menimbulkan kerugian 
disebabkan pemalsuan surat, pidana penjara paling lama 6 tahun”.63 Dan  
KUHP Bab Kejahatan Terhadap Asal-Usul Pernikahan pada pasal 280 
dijelaskan “Barang siapa mengadakan perkawinan, sengaja tidak 
memberitahu pihak lain adanya penghalang yang sah, maka diancam pidana 
penjara paling lama lima tahun dan perkawinan dinyatakan tidak sah”. 
Penelitian ini ditemukan di Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang 
terdapat kurangnya syarat administratif TNI melakukan pernikahan yang 
mana telah melakukan pemalsuan surat izin menikah dari pejabat atasan yang 
berwewenang, surat izin tersebut adalah bukti pemalsuan administratif. Maka 
dipaparkan dalam KUHP pasal 280 akibat hukum pidana dari pemalsuan 
syarat administratif dalam perkawinan yang telah diancam pidana selama 
lima tahun. 
Keabsahan sebuah  perkawinan telah dilakukan sebelum pembatalan 
perkawinan, erat kaitannya dengan status atau identitas setelah pembatalan 
perkawinan. Menurut peneliti perkawinan tersebut tidak sah, karena 
pembatalan perkawinan terjadi adanya pelanggaran terhadap hukum materil 
dan formil, yang didalamnya didasari dengan penipuan. Maka status mereka 
sama seperti sebelum melangsungkan perkawinan. 
                                                          
63 Tim Pustaka Buana, Kitab Lengkap KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHAP  (Jakarta: 
Pustaka Buana, 2016), 702 
 




































Hukum Islam secara spesifik tidak mengatur tentang penipuan 
pernikahan, tetapi  dapat diqiyaskan, dengan melihat betapa banyaknya 
perintah berlaku jujur dan larangan kebohongan, karena kobohongan akan 
membawa kemudharatan juga salah satu ciri-ciri orang munafik sebagaimana 
sabda Rasulullah saw.  yaitu : 
 آيَُة اْلُمَناِفِق َثَالث ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َو ِإَذا َوَعَد َأْخَلَف، َو إِ َذا اْؤمتَُِن َخانَ 
Artinya : “Tanda–tanda orang munafik ada tiga : jika berbicara dia 
berdusta, jika berjanji dia  mengingkari, dan jika diberi amanah dia 
berkhianat. (HR. Bukhari) 
Berkenaan dengan adanya hadits ini, seperti diketahui bersama bahwa  
kemunafikan dapat menjadi tanda tidak adanya iman terhadap seseorang. 
Maka dalam Hukum Islam sifat munafik sangat dicela, dan agar menjauh 
darinya. Kemunafikan hanya akan membawa pada kemudharatan dan 
kesengsaraan, karena kebohongan dan pengingkaran yang dilakukan akan 
membawa kesukaran terhadap orang lain, hal itu sangat dilarang oleh ajaran 
Islam, karena tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan di  
dunia maupun di akhirat. Pelaku penipuan dalam pernikahan dapat dikatakan 
sebagai golongan orang munafik karena perkataannya adalah kebohongan, 
janji yang ia ucapkan ketika melakukan akad nikah diingkari, serta amanah 
sebuah keluarga yang diberikan dengan akad yang suci yaitu pernikahan, ia 
khianati dengan mengawali hubungan menggunakan kebohongan yang akan 
berdampak negatif. Maka perbuatan menipu tidak boleh dilakukan karena 
dapat mendatangkan kemudratan serta jauh dari kemaslahatan. 
 




































Dampak penipuan pernikahan yang terjadi lebih banyak membawa 
kemudharatan dari pada kemanfaatan. Ini tidak sesuai dengan hukum Islam 
yaitu kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan 
mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak mudharat 
yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, dimana hukum Islam bertujuan 
menjaga Agama, jiwa, akal, turunan dan harta, agar kemaslahatan itu tidak 
hanya untuk kehidupan di dunia melainkan pula untuk kehidupan di akhirat 
kelak. Pada dampak penipuan pernikahan ini, korban dirugikan dari segi 
psikis, fisik dan kekayaan serta malu terhadap lingkungan sekitar, yang dapat 
menjadikan korban dapat melakukan hal-hal buruk, jika tidak di dampingi 
keluarga yang dapat menenangkanya. Olehnya itu penipuan dalam pernikahan 
bukanlah hal yang dapat disepelekan dan didiamkan, karena membawa 
dampak buruk terhadap korban yang perlu di tindak lanjuti agar pelaku dapat 
di hukum atas perbuatannya. Allah swt., berfirman dalam QS an-Nahl / 
16:126 yaitu: 
ربِِ ْينَ  ُتْم بِهٖ◌ ◌ۗ  َولَى نْ  َصَربْمتُْ  َهلُوَ  َخْريٌ  لِّلصّٰ ُتْم فـَعَ اِقبُـْوا ِمبِْثِل َما ُعْوِقبـْ  َوِاْن َعاقـَبـْ
Terjemahnya : 
“Dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang 
sama dengan siksaan yang ditimpa kepadamu, akan tetapi jika ma 
bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang 
sabar”38 (QS an-Nahl / 16:126) 
Berdasarkan keterangan di atas, tampak bagaimana hukum Islam  
memperlihatkan masalah moralitas manusia dalam berinteraksi dengan 
sesamanya, dimana ada ketegasan yang perlu diterapkan menyangkut hak dan 
 




































kewajiban sebagai manusia yang perlu dipenuhi. Hukum Islam selalu 
mengajarkan mediasi di setiap masalah yang dihadapi oleh umat Islam, akan 
tetapi tidak menjadikan hukum itu tidak terealisasikan. Memaafkan, 
mendamaikan antara korban dan pelaku adalah baik tetapi,hukuman dari 
pelaku kejahatan tetap dilaksakan. Pertanggung jawaban akibat erbuatannya 
terhadap orang lain yang merugikan, serta adanya efek jerah terhadap pelaku-
pelaku kejahatan.64 
Adapun yang dimaksud dengan syart administratif pendaftaran 
perkawinan jika terdapat ketidak jelasan terhadap salah satu pasangan, maka 
perkawinan tersebut tidak bisa dikatakan sah menurut hukum yang ada. 
Selain adanya syarat yang tidak dipenuhi Termohon I dalam prosedur 
perkawinan TNI .Majelis hakim juga melihat sisi kemudharatannya dengan 
tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak adanya komunikasi 
yang baik maka perkawinan tidak mencapai maksud dari perkawinan itu 
sendiri. Keadaan ini terjadi setelah Termohon I melakukan penipuan dan 
tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya. Perkawinan Termohon I 
telah menimbulkan kemudharatan. 
Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Pangkalan Bun yaitu 
memberikan putsan dari perkara ini bukan untuk memidanakan. Pengadilan 
Agama menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak menindak 
lanjuti atau perkawinan batal karena kurang syarat administratif tersebut. 
                                                          
64 Anistantia Putri Maulana “Penipuan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan 
Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA Kdi), Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 4 No 2 (Desember 2018), 84-88 
 




































Hasil putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun nomor perkara 
0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun tentang penolakan pembatalan perkawinan TNI 
karena kurang syarat administratif. Pemohon (kepala KUA) kepada 
Termohon I (anggota TNI) dan Termohon II (guru honorer) untuk melakukan 
pembatalan perkawinan sebab Termohon I telah memalsukan surat izin 
Dandim Pangkalan Bun yang sebagaimana salah satu syarat administratif 
pernikahan TNI,  di depan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Pemohon 
menginginkan pernikahan kedua belah pihak tersebut dibatalkan karena 
tertipu dan memalsukan surat izin. 
Penulis mengemukakan dengan menolak permohonan Pemohon yang 
sudah diputskan oleh majelis hakim dengan nomer perkara 
0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun tentang penolakan pembatalan perkawinan 
karena kurangnya syarat administratif dengan menolak permohonan Pemohon 
dan menolak pemabtalan perkawinan Termohon I dengan Termohon II di 
depan persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Bun belum sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. pada perkara ini Termohon melakukan pemalsuan 
agar segera menikah dengan Termohon. 
Hakim menolak permohona  tersebut dan menolak pembatalan 
pernikahan antara Termohon I dan Termohon II dainggap tidak bertetnatnag 
dengan aturan yuridis dalam pemalsuan surat izin administratif TNI, padahal 
sudah jelas termaktub pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Panglima TNI nomor 
 




































PERPANG/11/VII/2007 “Prajurit TNI yang hendak menikah wajib 
mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang”. 
Jika pernikahan tersebut diteruskan maka takutnya menagkibatkan 
mafsadah untuk kedua pihak. Membatalkan perkawinan Termohon I dan 
Termohon II lebih daripada mempertahankan. Pemalsuan administratif adalah 
perilaku merugikan untuk oarng lain dan memberikan dampak kekecewaan 
pihak yang bersangkutan.  
Dasar pertimbangan hukum digunakan hakim dengan nomor 
0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun untuk memutuskan perkara penolakan 
pembatalan perkawiann menurut peneliti adalah kurang tepat. Yang mana 












































Berdasarkan uraian analisis yuridis terhadap penolakan pembatalan 
perkawinan TNI  yang telah diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Arut Selatan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun karena 
kurangnya syarat administratif pada nomor perkara 0320/Pdt.G/2016/Pa.Bun 
dismpulkan berikut ini: 
1. Pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan perkara penolakan 
pembatalan perkawinan ini kurang tepat dengan pasal 71 Kompilasi 
Hukum Islam. Majelis hakim hanya mengacu pada pasal tersebut. 
Menurut majelis hakim mendapatkan izin dari pejabat yang 
berwewenang itu tidak bisa dijadikan landasan yuridis pembatalan nikah. 
Akan tetapi menurut penulis, jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan 
maka akan mengakibatkan kemudharatan karena unsur penipuan yang 
telah direncanakan Termohon I dan bertentangan dengan Undang-
Undang. Menurut peneliti, majelis hakim memutuskan perkara kurang 
tepat. 
2. Analisis yuridis penolakan pembatalan perkawinan TNI yang telah 
diajukan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan ke 
Pengadilan Agama Pangkalan Bun kurangnya syarat administratif dalam 
pernikahan TNI. Melanggar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
 




































Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 7 Peraturan 
Menteri Pertahanan No 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian, 
Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan. Dasar 
putusan majelis mengacu padal pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, 
menurut penulis putusan tersebut kurang tepat persolan ini. Karena bisa 
memakai pada pasal 22 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan dan pasal 7 Peraturan Menteri Pertahanan No 23 Tahun 2008 
Tentang Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Di 
Lingkungan Departemen Pertahanan karena dipaparkan Termohon I 
melanggar syarat dan wajib melakukan izin nikah TNI kepada atasanya. 
 
B. Saran. 
Penulis berharap semoga saran ini bermakna dan bermanfaaat untuk 
mengembangkan ilmu-ilmu di indonesia terutama dalam ilmu hukum dan 
menerapkan hukum di masyarakat. 
1. Para hakim dalam mengemukakan putusan maupun pertimbangan harus 
sesuai dengan peraturan yang ada. Pada saat melakukan penjatuhan 
putusan penolakan pembatalan nikah seharusnya melihat dari sisi 
kemudharatan yang menjadi akibat setelahnya. 
2. Kepala Kantor Urusan Agama maupun staf yang terlibat untuk berhati-
hati dalam menjalankan tugas dan memperhatikan jalannya dari 
pendaftaran sampai pelaksanaan pernikahan, salah satunya syarat 
 




































administratif merupakan paling mudah di duplikat atau dipalsukan yang 
memiliki akibat pembatalan perkawinan. 
3. Untuk masyarakat tidak menjadikan pernikahan dengan anggapan enteng 
dan memalsukan surat izin atasan yang mempunyai tujuan agar segera 
dilaksanakan pernikahan. Diharapkan memberi kepastian hukum dan adil 
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